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Mengingat

NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANGGUNGHAR]JO,

bahwa tanah kas desa merupakan salah satu kekayaan desa yang
perlu dikelola semaksimal mungkin, sehingga ada peningkatan
pendapatan desa guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah kas desa guna
peningkatan  kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan
pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfatan tanah kas
desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8
Agustus 1950);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 1985 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa,
Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1985 Nomor 67 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pencabutan Sebagian Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985 tentang Sumber
Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan
Pengawasannya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 68 Seri D;

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengelolaan
Tanah Kas Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2000
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2000 Seri “D” Nomor 8)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2001;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007

tentang Badan Permusyawaratan Desa;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 seri D Nomor 03);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2009
tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2009 Seri D Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO
dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN

SEWON KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Desa adalah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul;
Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Panggungharjo, yaitu
penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa Panggungharjo Kecamatan
Sewon Kabupaten Bantul;

Lurah adalah Lurah Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul,
BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa, Desa Panggungharjo Kecamatan

Sewon Kabupaten Bantul;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Lurah atas dasar
persetujuan bersama antara BPD dan Lurah;

Tanah Kas Desa adalah tanah milik Desa berupa bengkok/lungguh, pengarem-
arem, titisara, kuburan, jalan desa, penggembalaan hewan, danau, tanah pasar
desa, tanah keramat, lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa;
Pengelolaan tanah kas desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna tanah kas desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan, dan
pengawasan serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan
Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.

Pemanfaatan tanah kas desa adalah adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan
hasil guna Tanah Kas Desa baik digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa
maupun melalui kegiatan sewa menyewa, kerja sama pemanfaatan, bangun serah
guna dan bangun guna serah dengan tidak mengubah status tanah kas desa.
Dipinjamkan adalah penyerahan penggunaan tanah kas desa dari Pemerintah
Desa kepada pihak lain tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah
Desa dengan tanah yang dikuasainya dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan
kembali kepada Pemerintah Desa yang bnersangkutan.

Sewa menyewa adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu dengan menerima uang tunai.

Kerja sama pemanfaatan adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak
lain dan dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
Pemerintah Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah kas desa
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunannya dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhir jangka waktu.
Bangun serah guna adalah kegiatan pemanfaatan tanah kas desa oleh pihak lain
dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain

tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.



16. Pelepasan atau penyerahan tanah kas desa adalah kegiatan melepaskan hubungan
hukum antara pemegang hak atas tanah kas desa (Pemerintah Desa) dengan tanah
yang dimiliki/dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah
dan dipergunakan untuk mengadakan tanah pengganti yang lebih baik.

17. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara
memberikan ganti rugi kepada yang menyerahkan tanah, bangunan, tanaman,
dan benda lainnya yang berkaitan dengan tanah.

18. Perubahan peruntukan tanah kas desa adalah perubahan dari suatu bentuk
pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan
lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.

19. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan tanah kas desa.

20. Sertifikasi adalah kegiatan untuk mensertifikatkan tanah-tanah kas desa guna
mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;

21. Tindakan Hukum adalah tindakan-tindakan guna menyelesaikan permasalahan

tanah kas desa melalui jalur hukum, baik secara perdata maupun pidana;

BAB 11
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA

Bagian Kesatu
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Pasal 2

(1) Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, asas
manfaat, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian
nilai;

(2) Pengelolaan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk
meningkatkan pendapatan desa;

(3) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat
persetujuan dari BPD;

(4) Tanah kas desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan untuk
kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan
masyarakat desa;

(5) Pengelolaan tanah kas desa dilaksanakan dengan kegiatan perencanaan,

pemanfaatan, dan pengendalian.



1)

@)

(1)

@)

(3)

(4)

()

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) adalah kegiatan-

kegiatan yang meliputi :

a. Merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan;

b. Menetapkan bidang-bidang dan persil-persil tanah sesuai dengan
peruntukannya;

c. Menetapkan target dan waktu kegiatan;

d. Menetapkan pembiayaan; dan

e. Menetapkan jangka waktu sewa;

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

Bagian Ketiga
Penggunaan Tanah Kas Desa

Pasal 4

Tanah Kas Desa digunakan untuk :

a. Pelungguh dan Pengarem-arem;

b. Dipinjamkan;

c. Pemanfaatan meliputi Swakelola, Sewa menyewa, Kerjasama Pemanfaatan,

Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah.

Tanah Kas Desa untuk pelungguh dan pengarem-arem sebagaimana dimaksud

pasal 4 ayat 1 huruf a dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1 Peraturan Desa ini.

Tanah Kas Desa untuk dipinjamkan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf b
dirinci lebih lanjut dalam lampiran 2 Peraturan Desa ini.

Tanah Kas Desa Swakelola sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf c dirinci

lebih lanjut dalam lampiran 3 Peraturan Desa ini.

Tanah Kas Desa yang disewakan dalam jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga)
tahun sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1 huruf c dirinci lebih lanjut dalam

lampiran 4 Peraturan Desa ini.



(6)

()

(8)

©)

Tanah Kas Desa yang disewakan dalam jangka waktu sewa lebih dari 3 (tiga)

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1

huruf c dirinci lebih lanjut dalam lampiran 5 Peraturan Desa ini.

Tanah Kas Desa yang digunakan berdasarkan kerjasama pemanfaatan dimaksud

pasal 4 ayat 1 huruf e dirinci lebih lanjut dalam lampiran 6 Peraturan Desa ini.

Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah

untuk :

a.

Lurah dan Pamong Desa kecuali Carik Desa (PNS) diberikan penghasilan
tetap (penghasilan pokok) oleh Pemerintah Desa berupa Tanah Pelungguh;

Lurah dan Pamong Desa kecuali Carik Desa (PNS) yang diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja sekurang-
kurangnya 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan (penghasilan) purna tugas

berupa Tanah Pengarem-arem.

Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas:

C.

Tanah kas desa yang dipinjamkan kepada Instansi Pemerintah dan
mendapatkan kompensasi; dan
Tanah kas desa yang dipinjamkan kepada masyarakat secara cuma-cuma

untuk mendirikan fasilitas ibadah, pendidikan, dan kegiatan masyarakat.

Bagian Keempat
Pembiayaan

Pasal 5

Biaya pengelolaan tanah kas desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, kecuali biaya sertifikasi tanah yang disewa dengan merubah peruntukan tanah,

biaya pelepasan tanah, biaya pengadaan tanah pengganti, dan biaya sertifikasi tanah

pengganti.



Bagian Kelima
Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 6

Jenis pemanfaatan tanah kas desa sebagai berikut :

Swakelola
Sewa menyewa
Kerjasama pemanfaatan

Bangun serah guna dan bangun guna serah

Paragraf 1
Swakelola

Pasal 7

(1) Tanah kas desa dapat digunakan sendiri oleh Pemerintah Desa.

(2) Penggunaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk

kegiatan usaha ekonomi produktif.

Paragraf 2
Sewa Menyewa

Pasal 8

(1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 huruf b dilakukan atas dasar :

a.
b.

Menguntungkan desa;

Jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun untuk sewa menyewa yang tidak
mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat
diperpanjang;

Jangka waktu sewa paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk sewa menyewa yang
mengubah peruntukannya sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat
diperpanjang;

Penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Terhadap pelaksanaan sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam huruf ¢
dilakukan evaluasi setiap 3 (tiga) tahun;

Sewa menyewa tidak boleh dipergunakan untuk tempat tinggal
pribadi/perorangan;

Pihak penyewa tanah kas desa yang mengubah peruntukan tanah wajib

menanggung biaya pensertifikatan tanah kas desa yang disewa;



h.

Setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir, pihak penyewa wajib
menyerahkan seluruh bangunan dan tanaman yang berada di atas tanah kas desa
yang disewa kepada Pemerintah Desa disertai dengan berita acara serah terima;
Khusus terhadap sewa menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, setelah
jangka waktu sewa menyewa berakhir, asset yang didirikan di atas tanah kas desa
tersebut tetap menjadi milik Pemerintah Daerah selama masih dipergunakan;

(2) Kecuali ayat (1) huruf b, prosedur pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a.
b.

e o

Mendapat persetujuan BPD;
Mendapat rekomendasi dari Bupati;
Mendapat izin tertulis dari Gubernur;
Sesuai dengan Peraturan Desa.

(3) Pihak penyewa dalam mengajukan permohonan sewa harus melengkapi persyaratan

sebagai berikut :

a.
b.
C.
d.

Surat permohonan;
Fotocopy akta pendirian badan usaha;
Fotocopy bukti diri atau tanda pengenal;

Proposal.

(4) Sewa menyewa dilakukan melalui perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

=

a o

@

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

Obyek perjanjian;

Jangka waktu;

Hak dan kewajiban para pihak;

Mekanisme penyelesaian perselisihan;

Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);

Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian.

(5) Perjanjian sewa menyewa berakhir karena :

a.
b.

Masa berlaku perjanjian habis
Penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan
sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa menyewa;

Pembatalan perjanjian oleh para pihak.
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Paragraf 3
Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 9

(1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud

dalam pasal 6 huruf c dilaksanakan olen Pemerintah Desa dengan pihak lain;

(2) Prosedur kerjasama pemanfaatan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagai berikut :

a.
b.

Mendapat persetujuan dari Lurah;
Mendapat ijin tertulis dari Bupati.

(3) Kerjasama Pemanfaatan tanah kas desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

a.

Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa;

Penetapan mitra kerjasama berdasarkan musyawarah mufakat antara Lurah dan
BPD;

Penetapan mitra kerjasama dilakukan oleh Lurah setelah mendapat persetujuan
dari BPD;

Miotra kerjasama dilarang menggadaikan/memindahtangankan tanah kas desa
kepada pihak lian;

Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dpat

diperpanjang.

(4) Kerjasama Pemanfaatan tanah kas desa dilakukan melalui perjanjian yang sekurang-

kurangnya memuat :

a.
b.

C.
d.

@

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

Obyek perjanjian;

Jangka waktu;

Hak dan kewajiban para pihak;

Mekanisme penyelesaian perselisihan;

Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);

Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian.
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Paragraf 4
Bangun Serah Guna Dan Bangun Guna Serah

Pasal 10

(1) Pemanfaatan tanah kas desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d dilakukan atas dasar :
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan

pemerintahan desa untuk pelayanan kepentingan umum.
b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk
penyediaan bangunan fasilitas.

(2) Prosedur bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. Mendapat rekomendasi Bupati;
b. Mendapat ijin Gubernur.

(3) Jangka waktu kerjasama bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Dalam pelaksanaan bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan evaluasi
oleh Tim yang dibentuk oleh Lurah

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan
bangun serah guna dan bangun guna serah kepada Pemerintah Desa.

(6) Bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan melalui perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian;

c. Jangka waktu;

d. Mekanisme bagi usaha yang layak dan wajar;

e. Hak dan kewajiban para pihak;

f. Mekanisme penyelesaian perselisihan;

g. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
h. Mekanisme evaluasi pelaksanaan perjanjian

Bagian Keenam
Pelepasan Tanah Kas Desa

Pasal 11

(1) Tanah kas desa tidak diperbolehkan dilepas hak kepemilikannya kepada pihak lain

kecuali untuk kepentingan umum.
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(2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

S

e o

o «Q —Hh o

W.

X.

Jalan umum dan jalan tol;

Jalan kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

Saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan, dan sanitasi;

Waduk dan bendungan;

Saluran irigasi dan bangunan pengairan lainnya;

Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;

Pos, jaringan informasi dan informatika;

Stasiun penyiaran radio dan televisi beserta pendukungnya untuk lembaga
penyiaran publik;

Perwakila negara asing, Perserikatan Bangsa-bangsa dan Lembaga Internasional
di bawah naungan Perserikatan Bangsa-bangsa.

Pelabuhan, Bandar udara, dan terminal;

Tempat peribadatan;

Tempat pendidikan/sekolah;

. Pasar umum;

Fasilitas pemakaman umum;

Fasilitas keselamatan umum (tanggul penanggulangan banjir, bahaya lahar, dll);
Sarana olah raga;

Kantor Pemerintah, Kantor Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa;

Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan tugas pokok ddan fungsinya;

Tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah;

Cagar alam dan cagar budaya;

Pertamanan;

Panti sosial;

Distribusi tenaga listrik, dan

Rumah susun sederhana.

(3) Pelepasan tanah kas desa harus mendapatkan persetujuan dari BPD.

(4) Sebelum memberikan persetujuan BPD harus menimbang dengan sungguh-sungguh

hal-hal sebagai berikut :

a.

Kebutuhan desa akan tanah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan, dan pelayanan masyarakat;

Manfaat yang akan diperoleh Pemerintah Desa dan masyarakat, termasuk
kesejahteraan masyarakat disekitar tanah kas desa yang dilepaskan; dan

Pendapat dan masukan dari masyarakat.
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Bagian Ketujuh
Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa

Pasal 12

(1) Prosedur perubahan peruntukan tanah kas desa sebagai berikut :
a. Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada
Gubernur berdasarkan rekomendasi Bupati dan disetujui Gubernur.
b. Lurah dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
(2) Pemerintah Desa wajib menanggung biaya proses perubahan peruntukan tanah kas

desa.

BAB IlII
PENGENDALIAN

Pasal 13

(1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dilaksanakan oleh
Lurah dan BPD.

(2) Dalam rangka pengendalian pengelolaan tanah kas desa, setiap akhir tahun diadakan
evaluasi bersama antara Lurah dan BPD.

(3) Guna kepentingan evaluasi Lurah wajib menyampaikan laporan secara tertulis

kepada BPD tentang pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa.

BAB IV
PENGAMANAN TANAH KAS DESA
Pasal 14
Pengamanan tanah kas desa dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. Inventarisasi;
b. Sertifikasi; dan
c. Tindakan Hukum.

Pasal 15

(1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a wajib dilaksanakan
agar Pemerintah Desa memiliki data yang akurat tentang tanah kas desa yang
dimiliki;

(2) Lurah bertanggung jawab untuk melaksanakan inventarisasi dan menghimpun hasil

inventarisasi dalam daftar inventarisasi tanah kas desa;
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3)

(4)

()

1)

(@)

(1)

@)

(3)

(4)

Dalam melaksanakan inventarisasi Lurah membentuk Tim Inventarisasi.
Salinan dari daftar inventarisasi Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disampaikan oleh Lurah kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Pelaksanaan inventarisasi Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b harus dilaksanakan
terhadap tanah kas desa yang belum bersertifikat agar mendapatkan kepastian
hukum dan jaminan perlindungan hukum;

Sertifikasi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Pasal 17

Semua sengketa yang terkait dengan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan tanah
kas desa, sedapat mungkin diselesaikan dengan cara musyawarah dan berpedoman
pada kesepakatan/perjanjian yang telah dibuat;

Apabila musyawarah tidak dapat mencapai kesepakatan maka Pemerintah Desa
dapat menempuh penyelesaian dengan melakukan tindakan hukum;

Tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c adalah berupa
gugatan perdata di pengadilan maupun secara pidana dengan melaporkan kepada
Kepolisian;

Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap pihak lain yang tidak terkait dengan
pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa apabila pihak lain tersebut melakukan
pelanggaran hak maupun tindak pidana terhadap tanah kas desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini semua ketentuan yang mengatur tentang

pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang ada dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 19

Bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan Desa ini akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
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Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan

menempatkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

Diumumkan di Panggungharjo
Pada tanggal 11 Januari 2013
CARIK DESA,

YULI TRISNIATI
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Ditetapkan di Desa Panggungharjo
Pada tanggal 11 Januari 2013
LURAH DESA,

WAYUDI ANGGORO HADI



